
BUPATI TULUNGAGUNG

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR l TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

Mcnimbangi a.bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
―                    peme五 ntahan  dcsa,  pelaksanaan  pembangunan  dan
t                   pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan peningkatan

kemarnpuan   pemcHntah   desa   dan   lembaga
kemasyarakatan di desa dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan
partisipasi dari seluruh warga masyarakat untuk
mewujudkan penyelenggaraan otonomi desa dan
kesejahteraan masyarakat ;

bahwa guna mendukung pelaksanaan program
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah
Kabupaten Tulungagung memberikan Alokasi Dana Desa
kepada Desa pada setiap tahun anggaran ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pedoman
Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten
T\rlungagung yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor a286 | ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor a286 | ;
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2O08 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38) ;

6. Uandang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO7 tentang
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Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O07 Nomor 129 Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 477 4);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 5049 ) ;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor:5071 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988 ) ;

1O. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 20O5 Nomor 135 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2O05 tentang Desa
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587 | ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
20ll ;
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